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SALINAN 
 

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 

NOMOR 45 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 
NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PEKALONGAN, 
 

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi prosedur 

pengelolaan keuangan Daerah, dipandang perlu adanya 

penyederhanaan birokrasi berkaitan dengan dokumen 

kelengkapan Surat Perintah Membayar untuk kegiatan yang 

menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung Pihak 

Ketiga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati 

Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan 

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diubah dan 

disempurnakan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 

44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Daerah, perlu ditinjau kembali dan diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 

44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II 

Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1986 Nomor 70); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata 

Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4577); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang  

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4693); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 
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30. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008  

Nomor 6); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 44 TAHUN 2011 
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 

44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 

2011 Nomor 44), sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 34 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2016 Nomor 34), diubah untuk ketiga 

kalinya, sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 177 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat 

(6), sehingga Pasal 177 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 177 
 

(1) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D 

adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran. 

(2) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D 

mencakup: 

a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran; 

b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. 

(3) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D 

adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran. 

(4) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D 

mencakup: 

a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan 

b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai 

dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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(5) Kelengkapan dokumen SPM-GU/TU nihil untuk 

penerbitan SP2D-GU/TU nihil adalah surat 

pertanggungjawaban atas penggunaan dana uang 

persediaan/tambahan uang persediaan. 

(6) Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, terdiri 

dari: 

a. Ringkasan surat perjanjian kerjasama/kontrak yang 

ditandatangani pejabat pembuat komitmen memuat: 

- Kode Kegiatan; 

- Nama kegiatan; 

- Nama pekerjaan; 

- Uraian Volume Kegiatan; 

- Jenis Pekerjaan; 

- Nama Penyedia barang/jasa; 

- Alamat Penyedia barang/jasa; 

- Nomor Rekening Bank Penyedia barang/jasa; 

- Nama Bank Penyedia barang/jasa; 

- Nomor dan Tanggal surat perjanjian; 

- kerjasama/kontrak; 

- Nomor dan Tanggal Adendum surat perjanjian 

kerjasama/kontrak (bila ada); 

- Nilai kontrak; 

- Nomor dan Tanggal Berita Acara Penyerahan 

Lokasi; 

- Nomor dan Tanggal Berita Acara Rapat Persiapan 

pelaksanaan Kontrak; 

- Nomor dan Tanggal Surat Pesanan/Surat Perintah 

Mulai Kerja; 

- Cara pembayaran; 

- Jangka waktu pelaksanaan; 

- Tanggal Penyelesaian Pekerjaan; 

- Jangka waktu pemeliharaan; dan 

- Ketentuan Sanksi. 

b. Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang 

ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui 

oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; 

c. Berita Acara Pembayaran; 

d. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa; 

e. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; 

f. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan; 

g. Berita Acara Penerimaan Barang; 

h. Surat Jaminan Uang Muka (jika mengajukan 

pembayaran uang muka); 

i. Surat Keterangan Denda (jika ada); 

j. Bukti Penyetoran pembayaran denda (jika ada); 
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k. Surat Jaminan Pemeliharaan; 

l. foto/buku/dokumentasi tingkat 

kemajuan/penyelesaian pekerjaan; 

m. potongan Jamsostek (potongan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan 

Jamsostek); dan 

n. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan 

harganya menggunakan biaya personil (billing rate), 

berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri 

dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai 

pentahapan waktu pekerjaan dan bukti 

penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti 

pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam 

surat penawaran. 

 

2. Ketentuan Pasal 178 diubah, sehingga Pasal 178 berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 178 
 

Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan kepada 

Bank Jateng Cabang Kajen untuk ditransfer ke Rekening 

Penerima. 

 

3. Menambah BAB baru antara BAB XVIII dan BAB XIX, yang 

berbunyi sebagai berikut: 

 
BAB XVIIIa 

PENGELOLAAN DANA 
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH 

 

Pasal 313a 
 

 

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan dana 

transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah 

yang selanjutnya disalurkan langsung ke masing-masing 

satuan pendidikan untuk penyediaan pendanaan biaya bagi 

sekolah. 
 

 

Pasal 313b 
 

Mekanisme Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan 

serta Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah untuk satuan pendidikan di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pekalongan diatur lebih lanjut oleh 

Kepala Dinas yang membidangi pendidikan dengan 

berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. 
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Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan. 

 
Ditetapkan di Kajen 

pada tanggal 18 Mei 2017 
 

 BUPATI PEKALONGAN, 
 

TTD 
 

                                                ASIP KHOLBIHI 
 

Diundangkan di Kajen 

pada tanggal 18 Mei 2017 
 

    SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PEKALONGAN 
 

                 TTD 
 

  MUKAROMAH SYAKOER 
 

     BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017  

NOMOR 45 
 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan 

 
AGUS PRANOTO, SH., MH. 

Pembina Tingkat I  

NIP. 19670914 199703 1 005 

 

 


